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Abstrak 
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dinas Kehutanan Provinsi 
Sumatera Utara melaksanakan pembayaran gaji dan juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 
terhadap pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian 
perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi terhadap UndangUndang 
Perpajakan dan juga untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP yang diterapkan Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan hasil wawancara. 
Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk 
memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah 
dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih 
ditemukan kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP pegawai, Dinas Kehutanan tidak menggunakan 
status pegawai yang sebenarnya dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai. Akibat kesalahan 
ini, Perhitungan PPh Pasal 21 terjadi selisih bayar dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari 
pajak terutang yang seharusnya. 

 

Kata Kunci: Pajak penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP 
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1. PENDAHULUAN 
Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah 

tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari negara tersebut, 
maka perwujudan dari tanggung jawab masyarakat tersebut atas pembangunan negara 
ialah dengan membayar pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak 
yang termasuk dalam golongan fungsi “budgetair” yaitu pajak sebagai sumber dana 
pemerintah yang digunakan untuk biaya pengeluaran pajak penghasilan pungut dari 
pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. 

PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Apabila dalam perhitungan 
dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka 
perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang- 
undang perpajakan yang berlaku, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan 
maupun pegawai dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya 
potensi pajak pemerintah. 

Pada instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang 
memiliki banyak pegawai tetap maupun tidak tetap dengan tingkat penghasilan, tingkat 
golongan, status pegawai dan masa kerja yang berbeda-beda dapat menyulitkan bendahara 
dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawainya serta sebagai pemotong pajak 
melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar yang sesuai dengan 
UndangUndang Perpajakan yang berlaku. Karena peraturan pemerintah yang selalu 
berubah maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh 
Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan kewajiban 
tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perpajakan 
khususnya pajak atas penghasilan orang pribadi terhadap gaji pegawai pada sebuah 
instansi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang 
bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis 
data, atas gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, serta 
membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada 
perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat 
di Jalan Sisingamangaraja No. 14 Medan. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan 
April sampai dengan bulan September 2021. 

Langkah – langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat. 
2. Mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan serta 

dokumentasi. 
3. Pengambilan data-data laporan keuangan dan daftar gaji pegawai pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 
4. Mengolah data. 
5. Serta mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dijadikan perhitungan 

dalam penelitian ini, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa daftar gaji dari bulan januari 
2020 sampai Desember 2020. 

b. Data kualitatif adalah data yang berupa berbentuk uraian deskriptif atau kata-kata, 
dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah data yang berupa wawancara 
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tentang pelaporan SPT tahunan dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 
Utara. 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Faisal Rinaldi & Mujianto 
(2017:91), data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. 
Adapun data primer yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti yaitu berupa data identitas pegawai dan SPT. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kondisi atau 

keadaan yang terjadi terhadap objek penelitiannya. 
2. Wawancara, yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara 

langsung dengan pegawai Dinas Kehutanan untuk memperoleh data dan keterangan yang 
lengkap sesuai dengan judul. 

3. Dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari, mengklarifikasikan dan menganalisis 
berupa daftar gaji pegawai, bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan pajak 
penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan, serta informasi lainnya yang 
terkait dengan lingkup penelitian ini. 

Untuk mengolah data dalam penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif yaitu 
suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan dan menganalisis suatu 
data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang telah dikumpulkan dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Utara. 

 

3. HASIL PENELITIAN 
a) Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar 
oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan 
yang berlaku. Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan perhitungan PPh 21 menurut Undang-Undang: 

Tabel.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Dinas Kehutnan Provinsi Sumatera Utara 

b) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemotongan pajak 

penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai sudah ditanggung oleh Dinas Kehutanan dengan 
cara memberikan tunjangan pajak penghasilan yang hanya berdasarkan pajak penghasilan 
yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil. Berdasarkan data yang diperoleh terkait 
dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai yang 
dilakukan oleh Dinas Kehutanan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang 
berlaku sehingga menyebabkan lebih bayar. 

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 
Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih 
bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan Dinas Kehutanan 
akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai. Besarnya 
pemotongan pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan 21 atas gaji yang 
telah dihitung bendaharawan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 
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Tarif PTKP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan tarif PTKP yang terbaru 

menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Akan tetapi, setelah 
dilakukan wawancara penulis memukan adanya perbedaan tarif PTKP pegawai Dinas 
Kehutanan antara data SPT Tahunan yang penulis terima dengan hasil yang diperoleh dari 
wawancara. 

Perbedaan tarif PTKP yang terjadi pada pegawai A diketahui dalam SPT Tahunan 
berstatus TK/0 tetapi saat setelah dilakukan wawancara ternyata pegawai A sudah menikah 
dan berstatus K/1. Dengan kata lain perhitungan tarif PTKP tersebut akan berakibat 
terhadap penghasilan kena pajak, hal ini terlihat jelas dari PTKP pegawai A akan lebih kecil 
maka pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan akan semakin lebih besar. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PTKP yang digunakan Dinas 
Kehutanan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, 
hal ini, menyebabkan tarif PTKP Pegawai A lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya 
sehingga terjadinya selisih bayar pada pegawai A Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 
Utara. 
4. PEMBAHASAN 

a) Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan 
Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukannya perhitungan yang telah dilakukakan 

serta hasil wawancara dapat dilihat bahwa Dinas Kehutanan terdapat perbedaan antara 
perhitungan yang penulis lakukan yang mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan. 
Dimana Seharusnya Perhitungan Pajak Penghasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 
Utara tidak menggunakan status pegawai Tk/0 untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun 
pajak 2020 dan diganti menggunakan status pegawai negeri sipil dengan keadaan yang 
sebenarnya berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai bendahara 
pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, bahwa perubahan seluruh status 
pegawai menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 
menggunakan Sistem pemungutan pajak Withholding system. Sehingga, Bagian Keuangan 
pada Dinas kehutanan membuat status PTKP yang sama untuk semua pegawai negeri sipil 
pada tahun tersebut menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kehutanan mengikuti sistem yang ada 
di aplikasi TASPEN yang secara otomatis untuk penormalisir agar terhindar terjadinya 
kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kehutanan harus mengikuti sistem 
yang aplikasi tersebut dan menjadi penyebab perbedaan selisih perhitungan yang penulis 
lakukan. 

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan kebijakan dalam menanggung pajak 
penghasilan pegawai dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan hanya 
berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil setiap 
bulannya bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan, sehingga Pegawai Negeri Sipil 
Dinas Kehutanan hanya menerima gaji secara utuh karena pajak penghasilan telah dipotong 
langsung melalui bendahara pengeluaran. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dibuatlah perhitungan dan pemotongan PPh 
Pasal 21 yang dilakukan di Dinas Kehutanan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, 
Dimana perhitungan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut: 

1. Pegawai A bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada KPH Wilayah 
II Pematang Siantar Sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.A. Saat wawancara pegawai 
A diketahui sudah menikah dengan status K/1 dan memperoleh penghasilan setahun 
sebesar Rp. 65.790.200, tunjangan istri Rp. 6.579.020, tunjangan anak Rp. 2.349.650. – 
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Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Kehutanan 
(Menggunakan Tarif PTKP TK/0) 

Gaji Pokok Rp. 65.790.200 
Tunjang Istri Rp. 6.579.020 
Tunjangan Anak Rp. 2.349.650 
Tunjangan Struktural Rp. 13.720.000 
Tunjangan Beras Rp. 3.331.320 
Tunjangan Lain-Lain Rp. 542.224 + 
Penghasilan bruto Rp. 92.312.414 
Penghasilan yang dikurangkan: 
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 92.312.414) Rp. 226.900 
2. Iuran pensiun Rp. 3.549.146 + 
Jumlah Pengurangan (Rp. 8.164.766) 
Penghasilan netto setahun Rp. 84.147.647 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak): 
- Untuk status TK/0 Rp. 54.000.000 

Jumlah PTKP Rp. 54.000.000 – 
PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp. 30.147.647 
Tarif PPh Pasal 21: 
5% x Rp. 30.147.647 Rp. 1.507.350 
Total PPh Pasal Pasal 21 Rp. 1.507.350 – 
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan 

(Menggunakan Tarif PTKP K/1) 
Gaji Pokok Rp. 65.790.200 
Tunjang Istri Rp. 6.579.020 
Tunjangan Anak Rp. 2.349.650 
Tunjangan Struktural Rp. 13.720.000 
Tunjangan Beras Rp. 3.331.320 
Tunjangan Lain-Lain Rp. 542.224 + 
Penghasilan bruto Rp. 92.312.414 
Penghasilan yang dikurangkan: 
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 92.312.414) Rp. 226.900 
2. Iuran pensiun Rp. 3.549.146 + 
Jumlah Pengurangan (Rp. 8.164.766) 
Penghasilan netto setahun Rp. 84.147.647 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak): 
- Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000 
- Untuk WP Kawin Rp. 4.500.000 
- Untuk WP Status K/1 Rp. 4.500.000 
Jumlah PTKP Rp. 63.000.000 
- PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp. 21.147.647 
Tarif PPh Pasal 21: 
5% x Rp. 21.147.647 Rp. 1.057.382 
Total PPh Pasal Pasal 21 Rp. 1.057.382 
b) Analisis Tarif PTKP PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan diantara Tarif PTKP Dinas 

Kehutanan dengan tarif PTKP yang penulis lakukan yang mengacu kepada Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, Perbedaan tarif yang terjadi pada Dinas 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena Dinas Kehutanan menggunakan 
sistem pemotongan pajak dengan aplikasi TASPEN yang secara otomatis dari aplikasi 
tersebut membuat status pegawai menjadi Tk/0 untuk penormalisir agar terhindar terjadinya 
kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kehutanan mengikuti sistem aplikasi 
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TASPEN sehingga terjadi perbedaan tarif PTKP yang membuat Dinas Kehutanan lebih 
bayar dikarenakan tarif PTKP pegawai lebih kecil dari pada yang seharusnya. 

Perhitungan tarif PTKP Dinas Kehutanan tahun pajak 2020 dengan perhitungan tarif 
PTKP penulis telah sesuai dengan peraturan mentri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang 
terbaru. Namun, perbedaan tarif PTKP ini menyebabkan perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selisih lebih bayar. Hal ini dapat 
merugikan Dinas Kehutanan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status 
PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan. 

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sudah melakukan dan 
mengikuti peraturan mentri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Yang dimana 
tarif PTKP tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pegawai A dalam pelaporan SPT Tahuanan diketahui berstatus TK/0 perhitungan 
tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan 
wawancara pegawai A tersebut diketahui berstatus K/1 perhitungan tarif PTKP nya adalah 
sebesar Rp. 63.000.000. 

2. Pegawai B dalam pelaporan SPT Tahuanan diketahui berstatus TK/0 perhitungan 
tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan 
wawancara pegawai A tersebut diketahui berstatus K/2 perhitungan tarif PTKP nya adalah 
sebesar Rp. 67.500.000. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis dampak 
yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar. Dimana penulis 
mendapatkan hasil dimana dalam pencatatan laporan keuangan, Dinas Kehutanan 
mengalami kerugian dalam membayar Beban Pajak Tunjangan Pajak Penghasilan yang 
terutang kepada kantor pajak. Dikarenakan kesalahan pengenaan tarif PTKP dalam 
perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini dapat merugikan Dinas Kehutanan dalam pelaporan 
pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan 
pajak penghasilan. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diambil 
kesimpulan bahwa: 

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan memotong pph 
pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, 
sehingga jumlah perhitungan pph pasal 21 menurut Dinas Kehutanan dengan jumlah 
mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan dinas kehutanan 
mengalami selisih lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21. 

2. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai 
dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
101/PMK.010/2016. Namun, adanya kendala karena dinas kehutanan dalam pemotongan 
pajak menggunakan Withholding system. Sehingga, PTKP pada Dinas Kehutanan menjadi 
TK/0 dikarenakan mengikuti sistem yang ada di aplikasi TASPEN yang secara otomatis 
untuk penormalisir agar menghindari terjadinya lebih bayar atau kurang bayar. 
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